Menimbang

Mengingat

BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3)

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Pasal 40 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2023.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4268) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk



Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan  Perekonomian  Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun
2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor

3).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU
dan
BUPATI MAMUJU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN
ANGGARAN 2024.



Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Mamuju.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Mamuju.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju;

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan
perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan
bersama Bupati.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju
yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten Mamuju yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri
atas belanja Pemerintah Daerah dan belanja transfer ke Desa.

Pembiayaan Daerah adalah Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup
defisit atau untuk  memanfaatkan  surplus anggaran dalam
APBD pembiayaan  daerah terdiri dari  penerimaan pembiayaan dan

pengeluaran pembiayaan.

Pasal 2

(1) APBD terdiri atas:

a. Pendapatan Daerah;
b. Belanja Daerah; dan

c. Pembiayaan Daerah.

(2) APBD Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar

Rp1.270.480.851.624,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh miliar empat
ratus delapan puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus
dua puluh empat rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah,
dan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat dengan rincian
sebagai berikut:

a. anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar

Rp1.217.479.709.901,00 (satu triliun dua ratus tujuh belas miliar empat



ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan

ratus satu rupiah);

. anggaran Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp1.270.480.851.624,00

(satu triliun dua ratus tujuh puluh miliar empat ratus delapan puluh
juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat

rupiah);

. berdasarkan rencana anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana

dimaksud pada huruf a, dan anggaran Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud pada huruf b, terdapat Defisit anggaran pada tahun anggaran
2024 sebesar Rp53.001.141.723,00 (lima puluh tiga miliar satu juta

seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah);

. anggaran Pembiayaan Daerah untuk menyeimbangkan defisit anggaran

dari penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2024 sebesar
Rp53.001.141.723,00 (lima puluh tiga miliar satu juta seratus empat
puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), dan pengeluaran
pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga pembiayaan netto
sebesar Rp53.001.141.723,00 (lima puluh tiga miliar satu juta seratus

empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).

. defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c ditutupi oleh

pembiayaan Netto sebagaimana dimaksud pada huruf d sehingga sisa
lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp0,00 (nol

rupiah).

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rpl1.217.479.709.901,00 (satu

triliun dua ratus tujuh belas miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta

tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus satu rupiah), yang bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah;

b. pendapatan transfer; dan

C.

lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a

direncanakan sebesar Rp94.903.880.661,00 (sembilan puluh empat miliar
sembilan ratus tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus enam

puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a. pajak daerah;

b. retribusi daerah;



c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp35.607.705.306,00 (tiga puluh lima miliar enam ratus tujuh juta
tujuh ratus lima ribu tiga ratus enam rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp14.945.744.856,00 (empat belas miliar sembilan
ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan
ratus lima puluh enam rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp5.042.087.993,00
(lima miliar empat puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus
sembilan puluh tiga rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.308.342.506,00 (tiga puluh
sembilan miliar tiga ratus delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu

lima ratus enam rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp1.103.575.829.240,00 (satu triliun seratus tiga
miliar lima ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh sembilan

ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp1.056.968.304.000,00 (satu triliun lima
puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus
empat ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp46.607.525.240,00 (empat puluh enam
miliar enam ratus tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus

empat puluh rupiah).

Pasal 6

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf c direncanakan sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas

miliar rupiah), yang terdiri atas:



a. pendapatan hibah;
b. dana darurat;
c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Pendapatan hibah sebgaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Dana darurat sebagiamana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan

Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2) huruf b digunakan untuk membiayai:

belanja operasi;

a.
b. belanja modal;

o

belanja tidak terduga; dan

o

belanja transfer.

Pasal 8

(1) belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan
sebesar Rp886.265.889.412,00 (delapan ratus delapan puluh enam milyar
dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu

empat ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja pegawai,

b. belanja barang dan jasa;
c. belanja hibah; dan

d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp499.650.358.748,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan
milyar enam ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tujuh
ratus empat puluh delapan rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp330.024.364.018,00 (tiga ratus tiga puluh milyar
dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan belas

rupiah).



(4) Belanja hibah sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp55.991.166.646,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus
sembilan puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus empat
puluh enam rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 9

(1) belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan
sebesar Rp227.287.736.995,00 (dua ratus dua puluh tujuh milyar dua
ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan
ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal tanah;

b. belanja modal peralatan dan mesin;

c. belanja modal gedung dan bangunan;

d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
e. belanja modal aset tetap lainnya; dan

f. belanja modal asset lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp655.380.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta
tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp40.551.351.803,00 (empat puluh milyar
lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu delapan
ratus tiga rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp103.265.803.137,00 (seratus tiga milyar
dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga ribu seratus tiga puluh
tujuh rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp81.315.827.055,00 (delapan puluh
satu milyar tiga ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu
lima puluh lima rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp1.417.375.000,00 (satu miliar empat ratus
tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

(7) Belanja modal asset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f

direncanakan sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah).



Pasal 10

(1) belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c
direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yang terdiri

dari atas belanja tidak terduga.

(2) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 11

(1) belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d
direncanakan sebesar Rp154.927.225.217,00 (seratus lima puluh empat
miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu

dua ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp5.015.345.017,00 (lima miliar lima belas juta tiga
ratus empat puluh lima ribu tujuh belas rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp149.911.880.200,00 (seratus empat puluh
sembilan miliar sembilan ratus sebelas juta delapan ratus delapan puluh

ribu dua ratus rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar
Rp53.001.141.723,00 (lima puluh tiga miliar satu juta seratus empat puluh

satu ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf a direncanakan sebesar Rp53.001.141.723,00 (lima puluh tiga miliar
satu juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah),

yang terdiri atas:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;



o

pencairan dana cadangan;

hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

o o

penerimaan pinjaman daerah;

®

penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan

=

penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.001.141.723,00
(lima puluh tiga miliar satu juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus
dua puluh tiga rupiah).

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan

sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas:

. pembentukan dana cadangan;

a
b. penyertaan modal daerah;

o

pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

i

pemberian pinjaman daerah; dan

e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).



(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(6) Pengelaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja
daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp53.001.141.723,00
(lima puluh tiga miliar satu juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus

dua puluh tiga rupiah).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan
terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar
Rp53.001.141.723,00 (lima puluh tiga miliar satu juta seratus empat puluh

satu ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah
dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau
pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini,
yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan
belanja daerah Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2024, dengan tata cara
sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala
daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada

Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan Realisasi Anggaran

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian
luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik.
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannyaa belum tersedia dalam tahun anggaran bejalan;
b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan

perundang-undangan; dan/atau



(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau

masyarakat.

Pasal 17

Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran
yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam
rancangan peraturan daerah perubahan APBD.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-

kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak

terduga.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan

cara :

a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target
kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan;
dan/atau

b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi
pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan
sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk

keperluan mendesak.

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) mencakup :

a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya

dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf

a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.



(8)

9)

Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan
APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam

laporan realisasi anggaran.

Pasal 18

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan

Daerah ini, terdiri dari:

1.

10.
11.
12.

13.

Lampiran I

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

Lampiran XIII

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok
dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan
Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan Standar
Pelayanan Minimal;

Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dengan APBD;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
RKPD Dan PPAS dengan APBD;

Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas
Provinsi dengan Program Prioritas Daerah;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah
Lainnya;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset

Tetap Daerah Dan Aset Lain-Lain;



14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years);
15. Lampiran XV  Daftar Dana Cadangan; dan

16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 19
Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan

APBD.

Pasal 20
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI MAMUJU,

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH,

SUAIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2023 NOMOR 11
REGISTER PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2023



